GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 280/ KEep/ 2020
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT DOKTER HEWAN BERWENANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2)

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas
Veteriner, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pengangkatan Pejabat Dokter Hewan Berwenang Daerah Istimewa
Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas

Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6019);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Pejabat Dokter Hewan Berwenang Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat Dokter Hewan Berwenang Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

1
2

Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif.

Pelaksanaan visum et repetum karena adanya indikasi
terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang
membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/atau
lingkungan.

Pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan.

Pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan
mutu produk hewan.



5. Pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka
sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan
pemberantasan penyakit hewan menular tertentu dan
pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah.

6. Pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi
dan rehabilitasi.

7. Pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk
status kesehatan hewan dan surat keterangan produk
hewan untuk keamanan produk hewan dan media
pembawa penyakit hewan lainnya.

8. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan

pakan.

9. Penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan
dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya
wabah.

10. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses
produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan
kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan
dan kesehatan hewan tercemar bahaya biologik, kimiawi
dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau
diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan
hewan.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2020

GUBERNUR
| ISTIMEWA YOGYAKARTA,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 280 /1cgv/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT
DOKTER HEWAN BERWENANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEJABAT DOKTER HEWAN BERWENANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NAMA NIP PANGKAT/
GOLONGAN

Drh. Haris Handono 19650211 199303 1 | Pembina / IV a
002

Drh. Anung Endah Suwasti | 19630910 199803 2 | Pembina / IV a
002

Drh. Budi Priyono 19650401 199803 1 | Pembina / IV a
007

Drh. Caecilia Ika 19780518 200604 2 | Pembina / IV a

Kushartanti 007

Drh. Hariyah, MPH 19800427 200501 2 |PenataTk 1 /IIId
016

Drh. Tri Widiyaningsih 19780623 201406 2 | Penata Muda Tk 1 /
003 III b

Drh. Aris Istiarta 19660321 199903 1 | PembinaTk 1 /IV Db
002

Drh. Dwi Susanto 19850721 201101 1 |PenataTk 1 /IIId
006

Drh. Sri Sutriyani 19831024 201101 2 | Penata /Il c
012

Drh. Zeny Suryanti 19780107 201101 2 |PenataTk 1 /Il d
005

. GUBERNUR
NERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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